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BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

bahwa sesuai pasal 126 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun
anggaran kas Pemerintah Daerah guna mqngatur ketersediaan dana
yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telith
disahkan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk pelaksanaann\/a
perlu ditetapkan Anggaran Kas Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolal<a
tentang Penetapan Anggaran Kas Daerah KabLrpaten Kolaka Talrrrn
Anggaran 2012.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukilr
Daerah Tingkat ll di sulawesi (Lembaran Negara Republik lndones,ia
Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3206);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
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Negara Republik lndonesia Tahun 2004 l.lomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a00);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437\
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atar;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a8);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangarr
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemprintahan Daeralr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan l-embaran Ner;;rr r
Republik lndonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4577);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

12. Perbturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akrintansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tah-un 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat DPRD
Kabupaten Kolaka;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentarrg
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Kolaka;
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MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENETAPAN
ANGGARAN KAS DAERAH KABUP_ATE! KOLAKA TAHUhI
ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalanr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerirh adaiah Kabupaten Kolaka.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.

4. \l/akil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara

Pemrirrintah Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

r()ncana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan

traerah.

9. Feraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang dibentuk oleh

ErPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

10. A,nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujr,ri

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Elaerah. i

11. K.euangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan,Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai clengan uang termasrik

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak clarn

kewajiban daerah tersebut.

12. F'engelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang melipurti

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban,

dan pengawasan Keuangan Daerah.

13. F.ewenangan Daerah adalah kewenangan daerah Kabupaten Kolaka sebagai

oaerah otonom untuk mengatur dan nrengurus kepentingan masyarakat menurut
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yanE terdiri dari Kepala

DaerahAl/akil Kepala Daerah, DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah Orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kolaka yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalanr

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekreta'iiai

DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi

Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuar

dengan kebutuhan daerah,

Bagian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD

merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran,

Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang

cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas

merlaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umurn

Daerah.

20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah,

BAB II

ANGGARAN KAS

Pasal 2

t']PKD selirku llUD rnenyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah (luna nlon(l,tl

ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran seSLr,r,

dengtan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telalt

disalrkan.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas

masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang akan

digurrakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pelaks;anaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituang[<an

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeralr

sesua, derrgan l<etentuan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peratirran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or r r,;

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini deng.rrr

penenrpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Kolaka
3 Januari 2012

PARAF KOORDINASI
UTIIT'SATUAII KERJA

OLAKA, 8'''

H. BUHARI MATTA

Drundangkandi :Kolaka
P;ada Tanggal : 3 Januari 2012

S DAERAH /
t KOLAKA, +

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012, NOMOR

PARAF


